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ABSTRAK 
 
 Bottom-up approach, based on the assumption that the pesantren community better understand their 
needs so that people involved in the making of pesantren management program that is appropriate management 
program. In addition to the inclusion of the community in making management program, the pesantren 
community feel more involved in the management of the boarding school program, which raised the sense of 
responsibility and love, togetherness and a sense of community to the environment. In theory Bottom Up in the 
boarding school, Kyai, the Government, as the creator of the means to achieve the aspirations of the people 
boarding, and Kyai and the government also makes subsequent program policies. The Top Down theory that 
bases that policy made by the Kyai , the government in terms of management must be implemented by public 
boarding school, so the people here besides serving as executor of the policy as well as giving a response back on 
the policy made by Kyai and government. Boarding school is now generally a boarding school who was managing 
the assets of the local economy that aims to empower economically boarding school, for the existence and 
economic welfare of boarding schools, students, citizens around the pesantren.  
 
Key words:  Islamic Boarding School, Top Down theory, Bottom Up theory, 
Independence.  
 
PENDAHULUAN 
 
Pesantren  sebagai sebuah “institusi budaya”, lahir atas prakarsa dan insiatif masyarakat 
(Ali Azis dalam Halim dkk., 2005). Secara sosiologis, lembaga ini tergolong unik  dan memiliki 
ciri khas, peran sentral Kyai-sebagai pemrakarsa berdirinya pesantren-, hubungan antara santri 
dan kyai, serta hubungan masyarakat dengan kyai, menunjukan kekhasan lembaga ini. Jika  
menilik kembali sejarah berdirinya, keberadaan pesantren adalah kehendak masyarakat 
sehingga sudah semestinya pesantren secara kelembagaan haruslah dapat berdialog dengan 
”pemiliknya” sendiri, serta mampu menghadirkan arus perubahan masyarakat di sekitar 
pondok pesantren. 
Keberadaan pondok pesantren sudah terbukti memiliki peran yang sangat besar dalam 
sejarah perjuangan bangsa Indonesia. Pondok pesantren menjadi basis untuk menggerakkan 
masyarakat dengan semangat Islami dalam rangka mengusir penjajah. Pondok pesantren telah 
                                                          
1
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membuktikan eksistensi dan kiprahnya menjadi dinamisator dalam setiap proses perjuangan 
dan pembangunan bangsa. Kiprahnya, tidak hanya sebatas sebagai lembaga pendidikan, namun 
juga merupakan lembaga perjuangan, sosial, ekonomi, keagaman, budaya dan dakwah. 
Sejarah mencatat, sejak awal keberadaan Islam di Indonesia, pesantren sudah muncul 
bersamaan dengan sejarah perdagangan, kemudian berkembang dan merambah pada sektor 
pendidikan dan dakwah Islam, serta berakhir pada kekuasaan. Kekuasaan dibentuk atau 
direbut semata-mata hanya menjadi alat untuk mengamankan dan mengembangkan sektor 
ekonomi dengan sektor pendidikan.2 
Pesantren telah membentuk dinamika yang menarik dalam hal hubungan antara 
ekonomi, pendidikan dan politik. Hal inilah yang menciptakan tradisi dan tatanan masyarakat 
Muslim di Nusantara dalam berbagai kemajuan. Sendi - sendi kebudayaan atau tradisi suatu 
bangsa dan komunitas, pada dasarnya dibangun melalui proses ekonomi - akumulasi modal, 
pendidikan - akumulasi pengetahuan dan politik - akumulasi kekuasaan yang berjalan 
bersamaan. Semakin baik status ekonomi, mutu pendidikan, serta semakin luas pengaruh 
kekuasannya, maka semakin baik budaya serta tradisi yang dilahirkan dan dikembangkan, yakni 
melalui pesantren. Dalam hal ini, ekonomi bagi pondok pesantren merupakan jantung 
kehidupan bagi kemajuan dan perkembangan peradaban (Halim, 2005). 
Fenomena tersebut menjadi terbalik bila dibandingkan dengan perkembangan 
pesantren saat ini dari sisi nilai, jiwa, dan responsibilitas terhadap masalah bangsa. Terlebih 
lagi, untuk perkembangan perekonomian pesantren itu sendiri, masih mengalami langkah yang 
tersendat-sendat, sebagai akibat adanya ekonomi pesantren yang tidak stabil. Oleh karena itu, 
perlu strategi untuk menata langkah menuju perbaikan dalam sistem di pondok pesantren, agar 
pencapaian  kemapanan ekonomi segera terwujud.   
Pesantren di Indonesia menyebar di berbagai propinsi baik di kota maupun desa, 
dalam bentuk pasantren Salaf, Khalaf dan perpaduan. Banyaknya pesantren dengan keunikan, 
semestinya dapat menghasilkan nilai ekonomis yang sangat besar, bila dikelola secara 
profesional (Halim, 2005).  Dari jumlah tersebut, ternyata masih dapat dihitung dengan jari 
mengenai tipikalitas pondok pesantren yang telah maju dan mampu menyejajarkan serta 
menyeiringkan langkahnya perkembangan ekonomi (Kemenag, 2013). Bila dicermati secara 
teliti, banyaknya jumlah pesantren merupakan potensi yang dapat diberdayakan dalam berbagai 
sisi. Perlu disayangkan hal tersebut baru dilihat dari sisi kuantitas saja, belum terperinci secara 
kualitas. Atas dasar hal tersebut, pondok pesantren di Indonesia harus bisa berperan dan 
menjadi poin utama dalam peran penggerak ekonomi melalui kemandiriannya. Pesantren harus 
mampu mengelola dengan benar, agar terjadi keselarasan antara pengembangan pendidikan 
dan pengembangan ekonomi. Tanpa didasari ekonomi yang kuat, pondok pesantren akan 
mengalami kemunduran, bahkan akan kehilangan eksistensinya.  
Dari paparan di atas, tampaknya memang menjadi suatu keharusan akan tumbuhnya 
kesadaran masyarakat pesantren terhadap kebutuhan “ekonomi” atau perlunya mengelola 
sumberdaya (resources), manajemen yang applicable, sebagai penopang misi sucinya dalam 
menjalankan tugas-tugas kepesantrenan. Salah satu hal yang tak kalah menariknya untuk dikaji 
adalah sifat kesantrian yang khas dapat diaktualisasikan sebagai wirausahawan yang mampu 
                                                          
2 Walaupun tidak dipungkiri, semenjak berdirinya pesantren dengan memiliki peran yang strategis dalam 
kehidupan masyarakat lebih banyak yang memposisikan dirinya sebagai lembaga pendidikan keagamaan (tafaqquh 
fi al-din), Al-Ihya Ulumuddin dalam perkembangannya semenjak tahun 1970-an, pesantren banyak mengalami 
pergeseran paradigma, ketika beberapa pesantren mencoba melakukan reposisi sebagai bagian upaya merespon  
dinamika kehidupan sosial yang terjadi saat itu.  
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mengelola sumberdayanya, sebagai kegiatan unit usaha pesantren yang pada akhirnya mampu 
menyangga kegiatan dan kebutuhan modal unit usaha ekonomi masing-masing. 
 
PONDOK PESANTREN  
Pondok Pesantren merupakan dua istilah yang menunjukkan satu pengertian. 
Pesantren menurut pengertian dasarnya adalah tempat belajar para santri, sedangkan pondok 
berarti rumah atau tempat tinggal sederhana terbuat dari bambu. Di samping itu, kata pondok 
berasal dari bahasa arab funduq yang berarti asrama atau hotel. Di Jawa (termasuk Sunda dan 
Madura) cenderung menggunakan istilah pondok dan pesantren, sedang di Aceh dikenal 
dengan Istilah dayah atau rangkang atau menuasa, sedangkan di Minangkabau disebut surau 
(Nurcholis, 1997). 
Pesantren juga dapat dipahami sebagai lembaga pendidikan dan pengajaran agama, 
yang diselenggarakan dengan cara nonklasikal. Seorang kyai mengajarkan ilmu agama Islam 
kepada santri-santri berdasarkan kitab-kitab yang ditulis dalam bahasa Arab oleh ulama abad 
pertengahan, dan para santrinya biasanya tinggal di pondok (asrama) dalam pesantren tersebut 
(Sudjono, 1982). 
 
Perkembangan Pesantren di Era Modern 
1. Perkembangan Pola Kepemimpinan di dalam Pesantren 
Nama dan pengaruh sebuah pesantren berkaitan erat dengan pemimpinnya yaitu 
seorang Kyai. Kyai telah mampu menunjukkan, betapa kuatnya kecakapan dan pancaran 
kepribadian seorang pemimpin pesantren, serta menentukan kedudukan dan tingkatan 
pesantrennya. Sebagai contoh kecil dalam perjalanannya, kharismatik kyai sangat tampak pada 
saat permulaan pendirian atau pembangunan pesantren, yakni dalam menggerakkan masa-
masyarakat eksternal maupun masyarakat internal pesantren (santri), untuk turut serta 
berperan dalam pembangunan tersebut, bahkan dalam pembiayaan sekalipun.3  
Kedudukan kyai dalam masyarakat  pada masa  pertengahan pertama  abad adalah 
sebagai berikut: 
“… bagi para penduduk desa, Islam telah menjadi agama yang dipeluk dan secara sengaja 
mengkristalkan dalam hati dengan sepenuh penghayatan. Walaupun dengan cahaya suram, kyai 
merupakan tokoh suci perkasa maupun tokoh sekuler yang berpengaruh. Ia berusaha dengan 
segala tenaga menambah kekuatan, di dalam menghadapi suatu pemerintah kafir, kaum tani 
yang masa bodoh,  serta jumlah murid-murid yang sadar akan agama” 
Selanjutnya, Greetz dengan meminjam penilaian bangsawan Sunda mengatakan bahwa: 
“… orang yang tidak pernah menjadi siswa dalam suatu pesantren … nyaris tidak dapat 
menyadari betapa besar kekuasaan moral sang ulama atas masyarakat”. Dengan begitu sudah 
menjadi common sense bahwa pesantren merupakan sebuah institusi yang tak terpisahkan dari 
                                                          
3Tipikal kepemimpinan kharismatik tersebut merupakan tipe kepimimpinan yang tidak dimiliki oleh setiap 
orang dalam suatu masyarakat. Tipe kepemimpinan karismatis memiliki kekuatan energi, daya tarik dan 
pembawaan yang luar biasa untuk mempengaruhi orang lain, sehingga ia mempunyai pengikut yang sangat besar 
jumlahnya dan pengawal-pengawal yang bisa dipercaya. Kepemimpinan kharismatik dianggap memiliki kekuatan 
ghaib (supernatural power) dan kemampuan-kemampuan yang superhuman, yang diperolehnya sebagai karunia Yang 
Maha Kuasa. Kepemimpinan yang kharismatik memiliki inspirasi, keberanian, dan berkeyakinan teguh pada 
pendirian sendiri. Totalitas kepemimpinan kharismatik memancarkan pengaruh dan daya tarik yang amat besar, 
hal tersebut juga diperjelas dalam Zamakhsyari Dhofier, Tradisi Pesantren Studi tentang Pandangan Hidup Kyai, 
(Jakarta: LP3S 1983). 
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peran kyai. Kyai merupakan figure sentral, otoritatif,4. Dan merupakan pusat seluruh kebijakan 
dan perubahan. Hal ini menunjukkan adanya dua faktor yakni (1) di dalam pesantren 
merupakan tipikal kepemimpinan yang tersentralisasi  pada individu yang bersandar pada 
kharisma serta hubungan yang bersifat  paternalistik.5  Dalam perjalananya, pesantren 
menganut pola “serba mono” “mono manajemen, mono administrasi, sehingga tidak ada 
delegasi kewenangan ke unit-unit kerja yng ada dalam organisasi. (2) Kepemilikan pesantren 
bersifat individual (keluarga) bukan komunal. Otoritas individu kyai sebagai pendiri sekaligus 
pengasuh  pesantren sangat besar dan tidak bisa diganggu gugat. Dalam hal ini, faktor nasab 
(keturunan) juga sangat kuat, sehingga kyai mewariskan  pesantren kepada anaknya (dalam 
istilah kerajaan seperti putra mahkota) yang telah dipercaya tanpa ada komponen pesantren 
yang berani melawan.  
Seiring perkembangan zaman, setelah merebaknya pendirian sekolah-sekolah formal 
yang berbasis pesantren-yayasan, pesantren sedikit-banyak mengalami perkembangan pada 
aspek manajemen, organisasi, dan administrasi pengelolaan uang.  Perkembangan ini dimulai 
dari perubahan gaya kepemimpinan dalam pesantren; dari kharismatik  ke rasionalistik, dari 
otoriter-paternalistik ke diplomatik-partisipatif, atau dari laissez faire ke demokratik.6 
Sayangnya, perubahan tersebut tidak berkembang secara merata di semua pesantren. 
Secara umum pesantren masih menghadapi kendala serius menyangkut ketersediaan sumber 
daya manusia profesional dan penerapan manajemen yang umumnya masih konvensional. 
Misal: tidak adanya pemisahan yang jelas antara yayasan, pimpinan, madrasah, guru, dan staf 
administrasi; tidak adanya transparasi pengelolaan sumber-sumber keuangan, belum 
terdistribusinya peran pengelolaan pendidikan, dan banyaknya penyelenggaraan administrasi 
                                                          
4Tipikal kepemimpinan otokratis memiliki ciri-ciri antara lain: (1) mendasarkan diri pada kekuasaan dan 
paksaan mutlak yang harus dipatuhi, (2) pemimpinnya selalu berperan sebagai pemain tunggal, (3) berambisi 
untuk merajai situasi, (4) setiap perintah dan kebijakan selalu ditetapkan sendiri, (5) bawahan tidak pernah diberi 
informasi yang mendetail tentang rencana dan tindakan yang akan dilakukan, (6) semua pujian dan kritik terhadap 
segenap anak buah diberikan atas pertimbangan pribadi, (7) adanya sikap eksklusivisme, (8) selalu ingin berkuasa 
secara absolut, (9) sikap dan prinsipnya sangat konservatif, kuno, ketat dan kaku, (10) pemimpin ini akan bersikap 
baik pada bawahan apabila mereka patuh.  
5Sedangkan tipe kepemimpinan yang paternalistic ialah lebih diidentikkan dengan kepemimpinan yang 
kebapakan dengan sifat-sifat sebagai berikut: (1) mereka menganggap bawahannya sebagai manusia yang 
tidak/belum dewasa, atau anak sendiri yang perlu dikembangkan, (2) mereka bersikap terlalu melindungi, (3) 
mereka jarang memberikan kesempatan kepada bawahan untuk mengambil keputusan sendiri, (4) mereka hampir 
tidak pernah memberikan kesempatan kepada bawahan untuk berinisiatif, (5) mereka memberikan atau hampir 
tidak pernah memberikan kesempatan pada pengikut atau bawahan untuk mengembangkan imajinasi dan daya 
kreativitas mereka sendiri, (6) selalu bersikap maha tahu dan maha benar. Sedangkan tipe kepemimpinan 
maternalistik tidak jauh beda dengan tipe kepemimpinan paternalistik, yang membedakan adalah dalam 
kepemimpinan maternalistik terdapat sikap over-protective atau terlalu melindungi yang sangat menonjol disertai 
kasih sayang yang berlebih lebihan. 
6 Sebagai contoh yang sudah tidak asing lagi, yakni di pesantren Tebu Ireng, dewan Kyai menjadi bagian 
salah satu unit kerja kesatuan administratif pengelolaan penyelenggaraan pesantren. Sehingga pusat kekuasaan 
sedikit terdistribusi di kalangan elit pesantren dan tidak terlalu terpusat pada kyai. Sistem pendidikan formal yang 
ada di pondok pesantren tersebut, menuntut adanya pola hubungan yang jelas, yakni ada pembagian kerja 
diantara unit-unit kerja. Perkembangan selanjutnya adalah beberapa pesantren sudah membentuk badan pengurus 
harian sebagai  lembaga yang khusus mengelola dan menangani kegiatan-kegiatan pesantren. Misalnya: pendidikan 
formal, diniyah, pengajian majelis ta’lim sampai pada masalah penginapan (asrama) santri, kerumahtanggaan dan 
kehumasan. Pada bagian ini, pembagian unit kerja sudah berjalan dengan baik, walaupun tetap saja Kyai 
mempunyai pengaruh yang sangat kuat.  
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yang tidak sesuai dengan standar, serta unit-unit kerja tidak berjalan sesuai aturan baku 
organisasi. Kyai masih merupakan figur sentral dan penentu kebijakan pendidikan pesantren. 
Rekruitment ustadz-ustadzah (guru), pengembangan akademik, reward system, bobot kerja juga 
tidak berdasarkan aturan yang baku. Penyelenggaraan pendidikan seringkali tanpa perencanaan 
secara rinci. 
  
Perkembangan Pola Pendidikan di dalam Pesantren  
Permasalahan pengembangan model pendidikan pondok pesantren dalam 
hubungannya dengan peningkatan kualitas sumberdaya manusia (human resources) merupakan 
isu actual dalam arus perbincangan kepesantrenan kontemporer. Maraknya perbincangan 
mengenai isu tersebut, tidak bisa dilepaskan dari realitas empiric keadaan pesantren yang dinilai 
kurang mampu mengoptimalisasi potensi yang dimilikinya. Setidaknya, ada dua potensi besar 
yang dimiliki pesantren yaitu potensi pendidikan dan pengembangan masyarakat.7 
Terlihat jelas, ketidak optimalisasian pesantren dalam mengolah dua potensi besar 
tersebut yakni dari segi pendidikan pesantren dapat dikatakan masih kalah bersaing dalam 
menawarkan suatu model pendidikan kompetitif yang mampu melahirkan output (santri) yang 
memiliki kompetensi penguasaan ilmu dan skill sekaligus. Bekal untuk terjun ke dalam 
kehidupan sosial yang terus mengalami perubahan secara cepat, akibat modernisasi yang 
ditopang kecanggihan sains dan tekhnologi, masih kurang. Kegagalan pesantren dalam 
melahirkan sumberdaya santri yang memiliki kecakapan dalam bidang ilmu-ilmu ke-Islaman 
dan penguasaan tekhnologi secara sinergis berimplikasi terhadap kemacetan potensi. Pesantren 
berkapasitas sebagai salah satu agent of social change dalam berpartisipasi mendukung proses 
transformasi bangsa.  
Seiring berjalannya waktu, menghadapi problematika pendidikan pesantren dalam 
interaksinya dengan perubahan sosial, internal pesantren telah melakukan pembenahan untuk 
mengikuti perkembangan modernisasi. Salah satu bentuknya adalah pengembangan model 
pendidikan formal (sekolah), mulai tingkat SD sampai dengan perguruan tinggi, di lingkungan 
pesantren. Penawaran kurikulumnya merupakan perpaduan kurikulum keagamaan dan umum, 
serta perangkat ketrampilan teknologis yang dirancangbangun secara sistematik-integralistik. 
Tawaran berbagai model pendidikan mulai dari SD unggulan, Madrasah Aliyah Program 
Khusus (MAPK), SLTP dan SMU Plus yang dikembangkan pesantrenpun cukup kompetitif 
dan menarik minat masyarakat luas. Sebab, ada semacam jaminan keunggulan output yang siap 
bersaing dalam berbagai sector dalam kehidupan social.8 
Sebagian pesantren memperbaharui sistem pendidikannya dengan menciptakan model 
pendidikan modern, yang tidak lagi terpaku pada sistem pengajaran klasik (wetonan, 
bandongan) dan materi kitab-kitab kuning. Tetapi semua sistem pendidikan mulai dari teknik 
                                                          
7 Khusus dalam pendidikan, misalnya pesantren dapat dikatakan tidak maksimal atau bahkan tidak bisa 
memaksimalkan potensinya karena pesantren sebagai tempat berkumpulnya santri tidak bias bersaing dalam 
menawarkan suatu model pendidikan kompetitif yang mampu melahirkan output (santri)yang memiliki 
kompetensi dalam penguasaan ilmu maupun skill sehingga dapat menjadi bekal terjn ke dalam kehidupan social. 
Bahkan tak jarang pula pesantren yang mampu memotifasi para santrinya/mengarahkan santrinya  untuk mampu 
menguasai dua bidang sekaligus yakni bidang keilmuan umum dan keilmuan agama,  
8 Pengembangan model pendidikan formal semacam ini telah menjadi trend yang diadopsi oleh 
kebanyakan pondok pesantren di tanah air, seperti pesantren Hasyim Asy’ari (Tebu Ireng, Jombang), Pesantren 
Darul Ulum (Peterongan, Jombang), Pesantren Darus Sholah (Jember), dan berbagai pesantren lainnya.  
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pengajaran, materi pelajaran, sarana dan prasarana, didisain berdasarkan sistem pendidian 
modern.9 
 
Pola Manajemen Pondok Pesantren  
Pola perubahan manajemen yang dilaksanakan oleh pesantren, hampir sama dengan 
manajemen lembaga lainnya. Sehingga manajemen pesantren bertugas mengatur, agar seluruh 
potensi pesantren berfungsi secara optimal dan mendukung tercapainya tujuan khusus dalam 
bidang perekonomian.  
Lebih lanjut, manajemen pondok pesantren merupakan suatu proses untuk 
meningkatkan aset dan kemampuannya dalam bidang ekonomi, untuk menuju keswadayaan 
dan kemandirian, dengan menggunakan otoritas dan kebebasannya. Sebagai penanggung jawab 
umum atau top leader, Kyai mempunyai wewenang untuk memerintahkan para ustadz dan staf 
lain bekerja secara optimal, guna pemberdayagunaan sarana dan prasarana yang dimiliki, serta 
potensi masyarakat demi mendukung tercapaianya tujuan pesantren.  
Manajemen pesantren pada hakikatnya merupakan pengelolaan pesantren untuk lebih 
profesional dalam bidang ekonomi, agar bisa mandiri. Peningkatan kemampuan masyarakat 
pesantren, dilakukan dengan cara melibatkan diri dalam berbagai program pembangunan 
pesantren. Misal: pengelolaan ekonomi serta pemberian wewenang kepada masyarakat 
pesantren secara proporsional dalam pengambilan keputusan. 
Manajemen merupakan cara pengelolaan yang merupakan pondasi dalam 
pembangunan lembaga-lembaga di Indonesia. Selain itu, manajemen merupakan kunci untuk 
berjalannya kegiatan, usaha, pemberdayaan di dalam menjalankan organisasi di lingkungan 
masyarakat secara luas. Usaha peningkatan dan perbaikan pondok pesantren dalam bidang 
ekonomi merupakan salah satu penopang eksistensi pesantren. 
Ada tiga alasan pesantren perlu manajemen yang kuat  dalam bidang ekonomi:  
1. Penduduk Indonesia mayoritas beragama Islam dan pondok pesantren merupakan 
salah satu media yang paling dekat dengan masyarakat, serta tumbuh dan berkembang sesuai 
dengan karakteristik masyarakat Indonesia.  
2. Kekuatan nilai-nilai pesantren yang berbasis Illahiah dan insaniah menjadi kekuatan 
untuk menuju pada perubahan sosial. Sebagaimana dikatakan oleh Max Weber bahwa nilai-
nilai agama yaitu Illahiah dan insaniah yang termasuk di dalamnya, merupakan salah satu 
tranformasi sosial yang dapat dipandang sebagai dasar pembentukan rasionalisasi kehidupan 
yang memberi basis pada perkembangan ekonomi (Weber, 1930).  
3. Kondisi sosial ekonomi pondok pesantren masih dalam tahap perkembangan, 
karena harus menghadapi banyak kendala. Kesenjangan dan ketimpangan sumber daya 
                                                          
9 Modifikasi pendidikan pesantren semacam ini telah diekspreimentasikan oleh beberapa pondok 
pesantren seperti pesantren Darussalam (Gontor, Ponorogo), Pesantren As-Salam (Pabelan, Surakarta), Pesantren 
Darun Najah (Jakarta), dan Pesantren Al-Amien (Prenduan, Sumenep, Madura).  Sementara itu tidak semua 
pesantren melakukan pengembangan system pendidikan dengan cara memperluas cakupan wilayah garapannya 
atau memperbaharui model pendidikannya. Masih banyak pesantren yang mempertahankan system pendidikan 
tradisional dan konvensional dengan membatasi diri pada pengajaran kitab-kitab klasik dan pembinaan moral 
keagamaan semata. Namun yang menjadi unggul dari tipikal pesantren ini ialah dalam melahirkan santri yang 
memiliki kesalehan, kemandirian  (dalam arti tidak tergantung terhadap peluang pemerintah) dan kecakapan 
dalam ilmu-ilmu keIslaman. Namun kelemahanya adalah pada sisi kompetitif yang lemah di era modern seperti 
ini.  
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manusia, serta etos kerja dan mindset masyarakat pesantren masih banyak yang harus dibenahi. 
Sehingga dalam rangka menjalankan usaha ekonomi pesantren tersebut sangat dibutuhkan 
manajemen yang kuat, bagus dan tertata serta berupaya meningkatkan kemampuan pesantren 
untuk menganalisis kondisi dan potensi serta masalah yang perlu diatasi (Choirul dan Suwito, 
2010). 
Kondisi-kondisi tersebut merupakan alasan pemicu pentingnya manajemen pondok 
pesantren. Keterbatasan dan keterbelakangan (undervelopment) dalam bidang ekonomi, 
menyebabkan kondisi di pesantren mengalami hambatan untuk mencapai kemajuan serta 
mempertahankan eksistensinya. Hal ini perlu dilakukan agar dari segi ekonomi mampu 
menopang kemajuan pendidikan maupun tranformasi sosial pondok pesantren tersebut. 
Ketidak-berdayaan (dispowerment) inilah yang menyebabkan pesantren menjadi termarjinalkan. 
Jika selama ini banyak beredar berita bahwa pesantren hanya menjadi wadah sumbangan dari 
masyarakat atau pemerintah, tidak bisa sepenuhnya dipersalahkan. Oleh karena itu, diperlukan 
peran dari masyarakat pesantren, termasuk Kyai sebagai figur sentral untuk mengambil 
keputusan yang terarah, agar tujuan dari kegiatan unit usaha pesantren tersebut dapat tercapai. 
Guna membentuk individu dan masyarakat, serta lembaga pesantren agar bisa mandiri 
dalam bidang ekonomi, sebagai salah satu penopang dari kemandirian sistem-sistem lain di 
dalam pondok pesantren, maka kemandirian berpikir, bertindak dan  mengendalikan apa yang 
mereka lakukan sebagai strategi harus segera dilakukan. Pemikiran serta tindakan untuk 
menghasilkan sesuatu dipandang tepat, sebagai usaha untuk pemecahan masalah yang 
dihadapi, yaitu permasalahan ekonomi. 
 
Pengelolaan Unit Usaha Pesantren 
Pondok pesantren merupakan salah satu lembaga yang dalam bidang ekonomi masih 
lemah, sehingga sering tidak dapat mempertahankan kegiatan ekonominya secara mandiri. 
Oleh sebab itu, pesantren harus melakukan manajemen yang baik, sehingga tertata dan kuat 
sebagai pondasi dalam tegaknya ekonomi pesantren. Aktivitas manajemen dalam pesantren 
mencakup spectrum yang cukup luas, sebab dimulai dari bagaimana menentukan arah 
organisasi,   menciptakan kegiatan-kegiatan organisasi, menjalin kerja sama antar anggota 
organisasi. Termasuk memberdayakan santri sebagai anggota organisasi untuk mencapai 
tujuan, sehingga peran manajemen mempunyai posisi yang sangat strategis.  Menurut Chairul 
dan Suwito (2010) aktivitas manajemen dimaksudkan untuk:   
1. Pendorong dan penguat ekonomi santri  
 Permasalahan SDM bukanlah masalah yang dialami pesantren saja, namun merupakan 
masalah nasional bangsa Indonesia. Pendirian unit usaha ekonomi  pesantren yang didukung 
dengan manajemen yang kuat, dapat meningkatkan skill yang harus dimiliki oleh masyarakat 
pesantren, agar dapat memenuhi serta dapat terjun dalam sektor riil di bidang ekonomi. 
Keberadaan SDM dalam bidang ekonomi, dapat menjadikan kegiatan pesantren lebih terarah 
dan berkualitas. Sehingga mampu memberikan hasil yang dapat mensejahterakan masyarakat 
pesantren. 
2. Kelembagaan 
 Kelembagaan merupakan salah satu hal yang urgen, serta membutuhkan keahlian 
manajemen secara menyeluruh. Selain meningkatkan kualitas kelembagaan pesantren, 
manajemen juga berdampak positif bagi kemampuan lembaga untuk menjangkau, 
menggunakan dan mempengaruhi pranata-pranata masyarakat, sebagai pendukung kegiatan 
ekonomi berbasis pesantren tersebut. Di dalam lembaga tersebut harus disusun kategori 
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Integrated Structural yaitu dalam setiap bidang ada spesfikasi job description. Ternyata di beberapa 
pondok pesantren kelembagaan masih berbentuk Integrated Non- Structural (Halim dkk, 2005). 
3. Inovasi dan Net-Working 
Memiliki inovasi dan net-working akan memberi kemudahan pesantren untuk membuka 
peluang pasar. Problem mendasar pesantren adalah ketidak mampuannya dalam melakukan 
terobosan keluar untuk mencari jaringan yang lebih luas, baik antar pesantren maupun 
masyarakat, bahkan institusi sosial dan institusi pemerintahan. Hal tersebut sangat 
menghambat perkembangan pesantren dalam bidang ekonomi (Choirul dan Suwito, 2010). 
4. Memperkuat Potensi Ekonomi Lokal 
 Potensi ekonomi lokal yang dimiliki pesantren merupakan salah satu subparameter 
dalam penilaian unit usaha ekonomi pesantren. Kesungguhan di dalam pengelolaan, akan 
mampu memberikan hasil yang signifikan bagi perkembangan pesantren. Kegiatan pengolahan 
unit usaha pesantren, mencakup tiga kategori yaitu, pertumbuhan ekonomi, pemerataan 
ekonomi dan  pemberdayaan ekonomi lokal. Dari ketiga aspek tersebut menjadi salah satu 
kunci penilaian manajemen unit usaha ekonomi, terutama dalam memajukan geliat ekonomi.  
5. Pemberadayaan Ekonomi Umat 
Pemberdayaan ekonomi umat merupakan salah satu pemberdayaan ekonomi yang 
bergerak ke arah ekonomi yang berbasis kerakyatan. Di antaranya adalah pemberdayaan usaha 
kecil masyarakat yang baru tumbuh maupun sedang berkembang. Pemberdayaan tersebut 
merupakan konsekuensi logis kegiatan unit usaha ekonomi pesantren, yang dapat dikatakan 
sebagai sasaran terakhir dari tujuan didirikannya unit usaha ekonomi pondok pesantren. 
Tujuan tersebut adalah kemandirian pesantren dan mengangkat ekonomi umat. 
 Selain mempunyai posisi strategis dalam pesantren, sebuah pemberdayaan yang 
didukung adanya manajemen yang baik, juga berfungsi sebagai daya dukung serta pondasi yang 
kokoh bagi berjalannya kegiatan unit usaha pesantren. Secara umum, fungsi-fungsi manajemen 
mencakup perencanaan, pengorganisasian, penempatan tenaga kerja, pengarahan dan 
pengawasan. Dalam aplikasinya, fungsi-fungsi manajemen tersebut dijalankan untuk mengelola  
berbagai bidang tugas di dalam kegiatan pesantren yaitu: mencakup aspek kurikulum, proses 
pengajaran, keuangan, sarana dan prasarana, pengelolaan santri dan hubungan dengan 
masyarakat. Sehubungan dengan hal tersebut, peran sumber daya (resources) organisasi atau 
lembaga, sangatlah penting. Pemanfaatan sumber daya dalam suatu organisasi perlu dilakukan 
secara efektif dan efesien untuk mengoptimalkan pencapaian tujuan organisasi.  
 Pemanfaatan sumber daya organisasi dimulai dari melakukan perencanaan, 
pengorganisasian yang mantap, penyusunan staf sesuai bidang keahliannya agar bisa 
profesional, pengarahan dan pengawasan yang terkendali, akan menjamin berfungsinya proses 
manajerial. Penerapan fungsi manajemen di pesantren tidak jauh berbeda dengan fungsi-fungsi 
lembaga pada umumnya. 
 
Model Pengelolaan Unit Usaha  Ekonomi  berbasis ekoproteksi 
Pengertian Ekoproteksi 
Pengelolaan ekonomi pondok pesantren, membutuhkan suatu instrumen sebagai 
penjaminan atas kelancaran dan kemudahan, serta perlindungan usaha yang telah diperankan 
secara aktif oleh masyarakat pesantren tersebut. Instrumen yang dipandang tepat adalah 
ekoproteksi. Ekoproteksi adalah penggabungan dua kata yaitu Ekonomi dan Proteksi dimana 
dalam kamus Ilmiah Popular Eko adalah ekonomi dan proteksi adalah perlindungan. 
Pengertian ekonomi adalah segala usaha manusia dalam memenuhi kebutuhannya guna 
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mencapai kemakmuran hidupnya. Proteksi adalah suaka atau perlindungan dalam lingkup yang 
tidak terlalu besar (kecil dan sebagainya) (Tim Prima Pena, 2006). Dalam pengertian yang lebih 
luas, proteksi merupakan suatu strategi perlindungan terhadap kegiatan ekonomi,  
perdagangan  atau sebuah industri (Badudu dan Sutan, 1994).  
Kedudukan Pondok pesantren merupakan sebuah lembaga mandiri yang tidak 
bergantung pada institusi apapun. Semua kebijakannya murni dari kyai ataupun pengasuh di 
dalamnya.  Pesantren bisa diibaratkan seperti sebuah negara kecil, yang di dalamnya hidup 
masyarakat dari berbagai latar belakang budaya, daerah serta mempunyai kemampuan yang 
berbeda. Sehingga secara mendasar sebagai sebuah institusi atau negara kecil, setidaknya sangat 
membutuhkan manajemen ekonomi yang kokoh sebagai penopang berdirinya, agar tetap bisa 
eksis dalam jangka panjang. 
Pada dasarnya pesantren mempunyai potensi besar, baik dalam bidang pemikiran 
maupun ekonomi. Namun seringkali mengalami pasang surut, akibat tidak adanya pengelolaan 
secara serius terhadap potensi yang dimilikinya. Potensi ekonomi pesantren merupakan 
potensi lokal, yang seharusnya bisa dikembangkan dengan baik.  
Ekoproteksi adalah perlindungan dalam rangka memandirikan ekonomi dan  
mewujudkan atau melepaskan diri dari ketergantungan. Serta membangun dan 
mempertahankan eksistensinya, melalui ekonomi yang diaktualisasikan  dalam fungsi 
manajemen ekonomi. Kemandirian ekonomi diperlukan agar pondok pesantren dapat 
berkembang dan berkelanjutan, sebagai bagian dari sumbangsih dalam pendidikan moral 
bangsa. Dengan kata lain, ekoproteksi merupakan suatu strategi yang mencerminkan peran 
suatu lembaga yang menggunakan sistem bottom up dalam rangka mewujudkan cita-cita pondok 
pesantren untuk memandirikan ekonominya disertai dengan hak, kewajiban, dan tanggung 
jawab. Jadi, ekoproteksi dalam pondok pesantren adalah suatu tanggung jawab yang harus 
diperankan oleh lembaga, serta mayarakat dalam lingkungan internal pesantren yang 
mempunyai tanggung jawab untuk melindungi usaha yang akan atau sedang berjalan. 
Ekoproteksi dalam arti sempit adalah sebuah sistem yang mengacu kepada kemandirian dan 
pemanfaatan sumber daya lokal/intern untuk mewujudkan ketahanan ekonomi yang berujung 
pada eksistensi pondok pesantren itu sendiri, dan berfungsi sebagai suatu instrumen dalam 
melindungi usaha/perekonomian yang tengah dirumuskan maupun di jalankan.  
Instrument Ekoproteksi dalam Pesantren 
 
Dalam pondok pesantren, ekoproteksi diperankan oleh: 
1. Kiyai-Ulama 
Kyai-Ulama adalah figur yang paling esensial dalam pesantren. Kyai-Ulama adalah 
seorang pemimpin yang berkharisma tinggi, taat beribadah, berpengalaman, berilmu serta 
memiliki wawasan luas. Oleh sebab itu, Kyai-Ulama selain memberikan pelajaran agama dan 
sebagai pemimpin spiritual juga menjadi dokter “Psikisomatis” bagi santri khususnya dan 
masyarakat pada umumnya (Yasmadi, 2002).   
Ada kepercayaan dari para santri dan seluruh masyarakat internal pesantren maupun 
eksternal pesantren, bahwa seorang Kyai-Ulama adalah pewaris nabi yang telah disebutkan 
dalam hadis (Abdulrahman dalam Marzuki, 2001). Melihat dari keunikan kepemimpinan 
pesantren tersebutlah, kondisi ini menunjukkan awal  potensi ekonomi terbangun (Hiroko, 
1987).  
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2. Peran Pendidik dan Pendidikan 
Peran pendidik adalah tanggung jawab para ustadz ataupun Kyai. Melalui pendidikan, 
maka pihak pesantren (ustadz) dapat menanamkan nilai-nilai moral terhadap muridnya (santri). 
Misal: nilai keikhlasan, kemandirian, kepedulian terhadap sesama. Melalui pendidik dan 
pendidikan tersebut, maka pondok pesantren akan mampu memberdayakan material yang ada 
untuk membangun ekonomi pondok pesantren, melalui nilai-nilai yang diberikan (Halim dkk, 
2005). 
3. Peran Lembaga 
Lembaga merupakan suatu lingkup besar di dalam lingkungan pondok pesantren. 
Dimana lembaga pesantren terdiri dari keluarga ndalem (keluarga pesantren, baik Kyai 
maupun ustadz yang telah lama berdomisili dan ada hubungan darah dengan Kyai), maupun 
jajaran kepengurusan, baik kepengurusan pondok pesantren maupun kepengurusan secara 
khusus (dalam bidang-bidang tertentu).  
Peran lembaga sebagai lingkup besar dalam pesantren akan mampu berperan sebagai 
pengawas, maupun wadah konsultasi bagi santri yang bertujuan untuk mempertahankan dan 
melindungi usaha yang tengah dikembangkan dan diberdayakan oleh pondok pesantren 
(Yasmadi, 2002).  
4. Peran Pemerintah 
Pemerintah, sebagai pemilik otoritas tertinggi di negeri ini mempunyai peran 
keterlibatan dalam melindungi dan mendukung keberhasilan pemberdayaan ekonomi pondok 
pesantren. Dukungan pemerintah akan mempercepat proses usaha pesantren, sebagai pusat 
kelembagaan ekonomi umat. Perlindungan pemerintah dalam usaha ekonomi pesantren 
menjamin kelancaran atau kebesaran usaha pesantren (Yasmadi,  2002). 
Peran pemerintah, bukan berarti melakukan intervensi terhadap usaha ekonomi 
pondok pesantren tetapi lebih merupakan upaya menfasilitasi dan mendukung melalui 
pengadaan alat-alat yang dibutuhkan dalam pengembangan ekonomi pada umumnya. Atau 
berperan memberikan suntikan dana, ketika usaha yang diberdayakan pesantren mengalami 
kemunduran atau ingin memperbesar usahanya.  
Sistem ekoproteksi menerapkan konsep bottom-up (pesantren) dan up to down (dukungan 
dan perlindungan pemerintah) akan terealisasi dan pemberdayaan ekonomi pondok pesantren 
dapat berhasil serta pondok pesantren mampu membemberdayakan ekonomi umat (Umar, 
2010).  
 
Strategi Pengukuhan Ekoproteksi 
Strategi merupakan instrumen yang digunakan untuk mencapai tujuan. Tujuan dari 
sebuah sistem ekoproteksi yang diperankan oleh empat pelindung pondok pesantren (Kyai-
Ulama, Pendidik dan Pendidikan, Lembaga dan Pemerintah). Strategi tersebut antara lain: 
1. Nilai dan Jiwa Kepondok Pesantrenan 
Nilai-nilai dan jiwa kepondokpesantrean yang dimaksud adalah nilai yang di dalamnya 
terdapat ajaran-ajaran yakni tujuan dalam mencari ilmu di pesantren (memburu ilmu yang 
bermanfaat), berharap pada barokah Kyai, sebagai salah satu pilihan sebagai agamawan, serta 
berproses untuk kemandirian dalam hidup.  Penanaman nilai-nilai tersebut di atas menjadi 
sangat penting dikarenakan merupakan kunci setiap langkah yang akan ditempuh oleh pondok 
pesantren untuk melakukan suatu kegiatan apapun. Termasuk kegiatan ekonomi (Halim dkk, 
2005). 
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 Setiap pesantren harus memahami dengan baik karakter spiritual dan keilmuan apa 
yang tepat bagi kelangsungan kehidupan pondok pesantren. Peran Kyai ataupun pemimpin 
pondok pesantren akan berpengaruh pada titik ini. Para pengurus pondok pesantren harus 
mulai merumuskan landasan yang akan menjadi acuan semua kegiatan pondok pesantren yang 
dipimpinnya. Nilai-nilai tersebut akan membawa keberhasilan sesuai apa yang dicita-citakan 
yaitu memberdayakan ekonomi.  
Nilai-nilai asasi tersebut harus dipegang teguh untuk mengembangkan sistem pember-
dayaan yang telah dirumuskan oleh pondok pesantren, agar nantinya dalam perjalanannya 
dapat mengatasi hambatan-hambatan yang dapat menggempur usaha-usaha yang telah dijalan-
kan. Sehingga pondok pesantren sesuai dengan yang dicita-citakan menjadi pusat kelembagaan 
ekonomi umat.  
Nilai-nilai pondok pesantren tersebut juga sebagai penguat dan motivasi etos kerja. 
Menurut Toto Tasmara (2005) ada beberapa nilai yang selama ini  menjadi penghambat etos 
kerja bagi orang Islam pada umumnya dan santri pengadopsi ilmu-ilmu agama islam secara 
khusus, di antaranya adalah; khurofat dan takhayul, tak akan lari gunung dikejar, alon-alon asal 
klakon, gampang (take it easy), mangan ora mangan pokoke kumpul, nrimo-fatalistis, kerja kasar itu 
hina, dan jimat atau mascot. 
2. Wakaf 
Sebagai sebuah lembaga pendidikan Islam, wakaf akan menjadi kunci awal eksistensi 
pondok pesantren. Di bawah badan wakaf, pondok pesantren akan terhindar dari otoritas 
mutlak di bawah satu pihak, serta akan meninggalkan pengkultusan individu yang berlebihan. 
Kyai, misalnya sebagai pemegang otoritas tertinggi di pondok pesantren (Achmad Haliq, 
2011). Dengan wakaf tersebut, seluruh keputusan dan kebijakan yang menyangkut kehidupan 
pondok pesantren akan ditentukan melalui musyawarah, bukan keputusan sepihak. Dengan 
begitu, asas demokrasi, ukhuwah, dan independensi akan berjalan dengan baik.  
3. Maksimalisasi Sumber Daya Lokal 
Pesantren merupakan institusi budaya yang lahir atas prakarsa dan insiatif tokoh 
masyarakat yang bersifat otonom. Sejak awal berdirinya, merupakan potensi strategis yang ada 
di tengah kehidupan masyarakat, terutama dalam hal ekonomi. Dengan didiami puluhan 
bahkan ratusan santri yang bermukim menjadi jalan tersendiri bagi pondok pesantren. 
Terutama dalam memberdayakan ekonominya. Santri tersebut, dapat dijadikan sebagai 
konsumen positif, begitu pula masyarakat yang ada di sekitar pesantren. Pada dasarnya adalah 
santri merupakan konsumen yang kebutuhanya dapat dicukupi oleh pesantren. Jadi, pesantren 
pada hakikatnya mampu menjadi pusat kelembagaan ekonomi bagi warganya di dalam maupun 
di luar pesantren (Soedjatmoko, 1983). 
Dengan melihat kenyataan tersebut, pesantren harus mampu menggerakan dan 
memaksimalisasikan potensi yang dimiliki. Maksimalisasi sumber daya lokal dimaksud adalah 
santri dengan sejuta potensi, sebagai penggerak ekonomi tersebut. Misal: di dalam pesantren 
diadakan penelurusan bakat untuk dikembangkan, konsumsi positif yang bisa dimanfaatkan 
oleh pesantren untuk mendirikan koperasi.  
Hal tersebut dapat diperankan oleh pendidik dan pendidikan yaitu dengan membekali 
santrinya dengan spiritualitas, manajemen, maupun bekal kewirausahaan. Melalui sumber daya 
yang dimiliki santri, mampu memaksimalkan potensi ekonomi pondok pesantren serta mampu 
meningkatkan ekonomi masyarakat. 
Lembaga berperan untuk memfasilitasi, agar nantinya tidak mengalami hambatan dan 
jika terjadi segera dapat mengatasinya, baik dari segi material maupun non material.  
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4. Maksimalisasi Ekonomi Mandiri 
Sebagaimana yang telah diterapkan oleh pondok pesantren yang menganut sistem 
modern, kemandirian mampu menjadikan pondok pesantren berdiri tanpa bergantung pada 
pihak manapun. Artinya, dalam kegiatan ekonomi pondok, khususnya dalam khizatullah atau 
pengadaan sumber pembiayaan pondok pesantren dapat memberdayakan seluruh civitas 
pondok untuk menjalankan roda ekonomi, sistem pendidikan, hingga perluasan jaringan pihak 
manapun (Halim, 2005).  
Tujuan akhir dari manajemen ekonomi dan proteksi ekonomi tersebut adalah 
maksimalisasi peran para proteksionis, agar mampu memaksimalkan model manajemen yang 
menelurkan konsekuensi logis bagi kemandirian ekonomi pesantren tersebut. Misalnya dengan 
usaha-usaha riilnya baik yang berimbas langsung bagi konsumsi positif maupun untuk usaha 
jangka panjang. Dengan begitu, pesantren tidak akan kekurangan sumber penghidupan untuk 
menjalankan semua civitasnya.  
 
SIMPULAN 
  
 Secara keseluruhan kegiatan-kegiatan unit usaha ekonomi berbasis ekoproteksi di 
pondok pesantren adalah penting. Memiliki nilai-nilai kepondok pesantrenan yang kukuh, bisa 
menjadi basis perubahan sosial, kondisi sosial ekonomi yang masih dalam tahap berkembang. 
Hal tersebut selaras dengan tiga pilar pengembangan unit usaha ekonomi, yaitu menciptakan 
iklim yang memungkinkan potensi masyarakat pesantren berkembang, memperkuat potensi 
yang dimiliki masyarakat pesantren dan melindungi unit usaha ekonominya. 
  Proses manajemen unit usaha ekonomi di Pondok Pesantren serta pengembangannya 
memiliki dampak positif untuk mencapai kesejahteraan bersama. Dampak positif tersebut 
secara nyata dapat dilihat pada beberapa hal; a) terciptanya pola kader umat (santri dan 
masyarakat) yang mandiri dalam bidang ekonomi, b) terbentuknya pesantren yang mandiri 
dalam bidang ekonomi, c) menjadikan pesantren sebagai patner pemerintah, dan d) mampu 
mengangkat ekonomi umat (ekonomi masyarakat sekitar pesantren maupun masyarakat secara 
luas). 
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